

BAB I PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Organisasi publik sebagai lembaga yang memberikan pelayanan terhadap masyarakat bersangkutan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat untuk mengelola suatu instansi,lembaga atau perusahaan karena berhasil atau tidaknya suatu perusahaan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya tergantung pada kecakapan pegawai dalam melakukan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh pimpinan langsung. Oleh sebab itu untuk membantu kelancaran pencapaian tujuan organisasi maka harus diperhatikan sumber daya manusianya agar dapat membantu rangkaian pencapaian tujuan organisasi. Suatu organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan bersama, namun untuk memperoleh tujuan secara efektif diperlukan manajemen yang maksimal.
Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. Dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan, pimpinan melakukan tugas- tugasnya dibantu oleh pimpinan yang lain bersama dengan pegawai mereka. Keberhasilan pimpinan melaksanakan tugasnya akan dipengaruhi oleh kontribusi pihak lain, artinya kinerja pimpinan akan dipengaruhi oleh kinerja individu, jika kinerja individu baik akan mempengaruhi kinerja pimpinan dan kinerja organisasi.
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Penilaian kinerja (performance appraisal) dan dasarnya merupakan salah satu faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, karena adanya kebijakan atau program penilaian prestasi kerja, berarti organisasi telah memanfaatkan secara baik atas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Untuk keperluan penilaian kinerja pegawai publik, diperlukan adanya informasi yang relevan dan reliabel tentang kinerja masing-masing individu. Permasalahan yang biasanya muncul dalam proses penelitian adalah terletak pada bagaimana objektivitas penilaian dapat dipertahankan. Dengan kemampuan mempertahankan objektivitas penilaian, maka hasil penelitian menjadi terjaga akurasi dan validitasnya. Untuk menjaga sistem penilaian yang objektif hendaknya para penilai/supervisor/kepala, harus menghindari diri dari adanya “like” dan “dis like”. Dengan demikian tujuan dan kontribusi dari hasil penelitian yang diharapkan dapat tercapai.
Menurut Gary Dessler (2000), penilaian kinerja adalah upaya sistematis untuk membandingkan hasil yang dicapai seseorang dibandingkan dengan standar yang ada. Tujuannya adalah untuk mendorong kinerja seseorang agar bisa di atas rata- rata. Dalam birokrasi, pelayanan kinerja berarti evaluasi keberhasilan atau kegagalan birokrasi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat.
Pemerintah sebagai penyedia jasa bagi masyarakat dituntut untuk memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya. Dalam rangka memberikan kualitas pelayanan yang baik dari aparatur pemerintah, pemerintah membuat keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik, namun kebijakan ini tidak akan bisa
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dicapai secara maksimal apabila aparatur pemerintah tidak bekerja secara optimal. Oleh karena itu, kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan harus diimbangi dengan upaya optimalisasi kinerja aparatur pemerintah dan melakukannya secara konsisten juga meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran pelayanan.
Fungsi pelayanan publik merupakan salah satu fungsi fundamental yang harus diemban pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah. Mengingat fungsi utama pemerintah yaitu melayani masyarakat, maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Salah satunya pelayanan di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon, merupakan suatu lembaga Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang mengemban tugas di bidang ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan. Dalam hal ini aturan dan prosedur terkait pembuatan kartu pencari kerja (AK-1) di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon di atur dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon yang salah satu didalamnya memuat jenis- jenis pelayanan yang ada di Dinas Tenaga Kerja yaitu pelayanan pembuatan Kartu Pencari Kerja (AK-1).
Kualitas pelayanan ini menjadi sangat penting dalam sebuah organisasi, oleh sebab itu organisasi harus meningkatkan kinerja terhadap pegawainya agar kualitas



pelayanannya meningkat. Dengan adanya hasil kerja yang di inginkan seimbang dengan visi dan misi yaitu memberikan pelayanan yang baik maka akan meningkatkan suatu kualitas pelayanan. Agar dapat menjalankan kebutuhan masyarakat dalam bentuk administrasi setiap pegawai diharuskan menjalakan kerjanya sehingga hasil kerja dalam melayani masyarakat baik dan tercapai visi misi dan tujuan yang ingin dicapai. Untuk menjalankan kebutuhan masyarakat dalam bentuk pelayanan administratif seorang administrator harus meningkatkan kualitas kerja, kuantitas, kemampuan, dan komunikasi dan harus mementingkan kualitas pelayanannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dari kinerja pegawai tersebut.
Kartu pencari kerja atau lebih dikenal dengan kartu kuning merupakan kartu tanda bukti pendaftar pencari kerja yang digunakan oleh para pencari kerja sebagai keterangan bahwa mereka belum dan sedang mencari kerja dan juga dijadikan sebagai salah satu syarat untuk melamar pekerjaan disebuah perusahaan atau instansi baik dinegeri atau swasta, meskipun tidak semua perusahaan atau instansi mengajukan syarat untuk memiliki kartu pencari kerja. Pada dasarnya, setiap kartu pencari kerja yang dihasilkan akan digunakan untuk statistik jumlah pencari kerja pada tahun yang bersangkutan agar dapat dibandingkan dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada, sehingga dapat menjadi koreksi atau landasan untuk meningkatkan jumlah lapangan kerja di Indonesia.
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) merupakan instansi yang bertanggung jawab untuk menangani masalah pelayanan pembuatan kartu kuning (AK-1) di Indonesia. Disnaker merupakan sebuah instansi pelayanan masyarakat dalam bidang



ketenagakerjaan, harus selalu meningkatkan mutu pelayanan dari waktu ke waktu agar tetap dipercaya dan selalu menjadi pilihan utama bagi masyarakat dibidang ketenagakerjaan. Pembuatan kartu kuning ini yaitu dapat berfungsi untuk mendata jumlah para pencari kerja di Kabupaten Cirebon. Dengan adanya data Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dapat merencanakan solusi untuk mengurangi pengangguran di Kabupaten Cirebon dan langsung mengambil tindakan, sehingga tidak terjadi dampak negatif seperti tingginya angka pengangguran, rendahnya kualitas kesehatan, kemiskinan dan meningkatnya kejahatan pun dapat diminimalkan. Prioritas utama yang perlu diperhatikan dalam menilai kualitas pelayanan pemerintah yaitu sejauh mana pelayanan itu dapat menciptakan tingkat kepuasan bukan keluhan dari masyarakat. Dalam arti, kualitas pelayanan harus sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh setiap masyarakat.
Berdasarkan hasil pengamatan awal penulis menemukan bahwa dalam pengaruh tingkat kinerja pegawai terhadap kualitas pelayanan masih belum maksimal dalam menyelesaikan tugas-tugasnya dikarenakan kurangnya kemampuan pegawai dalam mencapai target pekerjaan yang telah ditentukan dan menghambat pekerjaan yang targetnya harus di selesaikan, mengalami keterlambatan diakibatkan sering terganggunya jaringan komputer yang berfungsi untuk pengolahan data. Masalah lain yang dihadapi adalah terhambatnya pelayanan administrasi kependudukan akibat pegawai kurang disiplin, yang terlambat masuk atau sering pulang sebelum waktu yang ditentukan. Kinerja yang kurang baik ini akhirnya menimbulkan keterlambatan dalam pelayanan sehingga kerap kali membuat masyarakat harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan pelayanan,



dan mengenai sarana dan prasarana kantor yang berkaitan dengan fasilitas ruang tunggu masih kurang nyaman.
Terkait uraian latar belakang di atas, penulis mengkaji masalah kepuasan masyarakat yang dihubungkan dengan kualitas pelayanan dan dalam penelitian ini penulis mengambil judul : “Pengaruh Kinerja Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Kartu Pencari Kerja (AK-1) di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka selanjutnya penulis menyatakan rumusan masalahnya sebagai berikut :
1. Bagaimana kinerja pegawai dalam pembuatan Kartu Pencari Kerja (AK-1) di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana kualitas pelayanan dalam pembuatan Kartu Pencari Kerja (AK-1) di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon?
3. Bagaimana pengaruh kinerja pegawai terhadap kualitas pelayanan pembuatan Kartu Pencari Kerja (AK-1) di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon?
4. Hambatan apa yang ditemui dalam peningkatan kinerja pegawai tehadap kualitas pelayanan pembuatan Kartu Pencari Kerja (AK-1) pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon?
5. Bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan yang ditemui dalam peningkatan kinerja pegawai tehadap kualitas pelayanan pembuatan Kartu Pencari Kerja (AK-1) pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon?



1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk :

1. Mengetahui kinerja pegawai dalam pembuatan Kartu Pencari Kerja (AK-1) di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon.
2. Mengetahui kualitas pelayanan dalam pembuatan Kartu Pencari Kerja (AK-1) di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon.
3. Mengetahui pengaruh kinerja pegawai terhadap kualitas pelayanan pembuatan Kartu Pencari Kerja (AK-1) di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon.
4. Mengetahui hambatan-hambatan yang muncul dalam peningkatan kinerja pegawai tehadap kualitas pelayanan pembuatan Kartu Pencari Kerja (AK-1) pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon.
5. Mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan dalam peningkatan kinerja pegawai tehadap kualitas pelayanan pembuatan Kartu Pencari Kerja (AK-1) pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

1) Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis tentang pengaruh kinerja pegawai di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan kualitas pelayanan pembuatan Kartu Pencari Kerja (AK-1).



2) Untuk pengembangan Ilmu Administrasi Publik, khususnya kajian kinerja pegawai dan pelayanan publik, yaitu pengaruh kinerja pegawai di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan kualitas pelayanan pembuatan Kartu Pencari Kerja (AK-1).
3) Hasil dari penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan penelitian selanjutnya.
2. Kegunaan Praktis

1) Dapat memberikan masukan kepada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan kinerja pegawai dan kualitas pelayanan dalam pembuatan Kartu Pencari Kerja (AK-1).
2) Sebagai masukan dan memperluas wawasan bagi kajian ilmu sosial dan ilmu politik khususnya Ilmu Administrasi Publik sehingga dapat dijadikan rujukan untuk mengembangkan penelitian.
3) Bagi penulis diharapkan dapat mengetahui dan mengembangkan Ilmu Administrasi Publik terutama tentang Kinerja Pegawai dan Kualitas Pelayanan Publik.
